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ABSTRAK 

Triani Mellinda/222015152/2020/Analisis Realisasi Anggaran Retribusi Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik/. 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi anggaran retribusi dalam menilai kinerja 

keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitiap deskriptif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa realisasi anggaran retribusi Dinas Perhubungan 

Kota Palembang dilihat dari tingkat efektivitas khususnya retribusi terminal tahun 2016-2018 dengan 

persentase rata-rata yaitu 27,73% dengan kriteria belum efektif, selanjutnya pada retribusi parkir 

pada tahun 2016-2018 persentase rata-rata yaitu 54,48% dengan kriteria belum efektif, pada retribusi 

jasa ASDP untuk periode tahun 2016-2018 sudah tergolong sangat efektif yaitu tingkat rata-rata 

efektivitas sebesar 109,16%, kemudian pada retribusi izin trayek selama tahun 2016-2018 rata-rata 

persentase yaitu 83,07% hal ini sudah dikatakan cukup efektif, selanjutnya pada retribusi PKB untuk 

tahun 2016-2018 sudah tergolong cukup efektif, dengan efektivitas rata-rata yaitu 82,54%. 

Berdasarkan pengukuran rasio pertumbuhan Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2016 

sebesar 0,60%, tahun 2017 sebesar -15,90%, tahun 2018 sebesar 2,54. tahun anggaran 2016-2018 

menunjukan pertumbuhan yang positif, kecuali tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif  

 

Kata Kunci : anggaran retribusi, efektivitas, rasio pertumbuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang,  kewajiban daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Otonomi 

daerah mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan wewenang dalam 

melangsungkan aktivitas pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksaan, 

pengelolaan, pengawasan serta penilaian sesuai peraturan pemerintah guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembangunan. Otonomi daerah memberikan wewenang secara luas, 

bertanggung jawab serta proporsional  kepada pemerintah daerah dalam 

mengatur dan menggunakan sumber daya serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan 

asli daerah  terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah 

yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak dan Retribusi daerah. Retribusi 
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daerah sama halnya dengan pajak daerah yaitu merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna 

memajukan kesejahteraan masyarakat. Retribusi merupakan pemungutan yang 

dikenakan pada penduduk yang menggunakan jasa tertentu atau fasilitas yang 

ditawarkan oleh negara jasa tersebut dikelompokan kedalam tiga golongan 

yakni jasa usaha, jasa umum, dan jasa perizinan tertentu. 

Retribusi Jasa usaha merupakan pemungutan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial baik itu 

pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Retribusi jasa umum merupakan pemungutan terhadap 

pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah guna kepentingan dan 

kemanfaatan secara umum yang dinikmati dan digunakan oleh orang pribadi 

maupun badan atau instansi. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemungutan 

terhadap pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan yaitu untuk pengaturan , 

pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam maupun fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan 

umum serta menjaga kelestarian lingkungan, dengan demikian masyarakat 

yang membayar retribusi tersebut akan mendapatkan balasan jasa secara 

langsung yang tak lain yaitu berupa fasilitas maupun jasa yang ditawarkan 
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oleh negara tersebut atau bisa dikatakan retribusi mempunyai hubungan secara 

langsung dengan kembalinya prestasi individu yang telah dibayarkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No 12 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka keuangan daerah patut wajib 

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 

masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah 

satu  media untuk menaksirkan pertanggung jawaban dalam sektor publik 

yaitu memperhatikan suatu kinerja keuangan daerahnya dengan menganalisis 

perhitungan pencapaian target serta realisasi anggaran baik itu dilihat dari segi 

outputnya, input, outcome maupun benefitnya. 

Mardiasmo (2018 : 168) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan 

media ukur berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Suatu organisasi dikatakan sudah berhasil dalam mencapai tujuannya sesuai 

dengan target maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif. Hal 

utama yang perlu di ingat ialah efektivitas tidak mengemukakan seberapa 

besar biaya atau anggaran yang sudah dikeluarkan guna menggapai tujuan 

tersebut. Anggaran bisa melebihi dari yang dianggarkan, bisa jadi lebih dari 

dua kali yang sudah dianggarkan. Efektivitas hanya memperkirakan apakah 

suatu aktivitas atau kegiatan organisasi sudah berjalan dengan baik dan bisa 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
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Beni (2016: 76-77) menjelaskan bahwa taksiran efektivitas memiliki 

kriteria yaitu diatas 100% dinyatakan sangan efektif, 90% sampai dengan 

100% maka kriteria sudah masuk kategori efektif, 80% hingga 90% 

dinyatakan cukup efektif, 60% sampai 80% dikategorikan kurang efektif dan 

kurang dari 60% makan tingkat efektifnya dikatakan tidak efektif.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu (2018) yang berjudul 

Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kebumen Tahun 2014- 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kebumen dengan melihat 

rasio efektivitas, dan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian dan 

pertumbuhan selama tahun 2014 sampai 2016. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kinerja keuangan dilihat dari segi efektivitas pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kebumen  telah berjalan dengan efektif yaitu tahun 2014 sebesar 

102,47%, tahun 2015 sebesar 102,36% dan tahun 2016 sebesar 102,64% 

sehingga dari tahun 2014 hingga 2016 dikatakan efektif. Dilihat dari rasio 

pertumbuhan Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2014 memiliki 

pertumbuhan yang negatif yakni -0,1%, tahun 2015 memiliki rasio 

pertumbuhan yang positif yaitu 7,33% dan untuk tahun 2016 juga mengalami 

rasio pertumbuhan yang positif sebesar 9,41%. Kinerja keuangan dari sisi 

rasio kemandirian dikatakan tergolong delegatif atau dapat dikatakan sudah 

benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaan dinas, hal 

tersebut dikarenakan rasio kemandirian pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
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Kebumen dari Tahun 2014 hingga tahun 2016 masuk dalam pola delegatif 

dengan persentase tak terhingga. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti (2018) Analisis 

Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada 

Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk 

menganalisis realisasi anggran untuk menilai efektivitas dan efisiensi pada 

Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa dilihat dari sisi efektivitas pada realisasi 

anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017 

dikatakan tidak efektif  dikarenakan realisasi anggaran yang hendak dicapai 

masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang 

ditetapkan. pengukuran kinerja dari sisi efisiensi untuk tahun 2015 hingga 

2017 realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan sudah dikatakan 

cukup efisien, hal ini menunjukan bahwa kinerja pada Dinas Perhubungan 

Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017 belum mencapai target yang 

sudah ditentukan. 

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak hanya di 

ikuti perubahan instansional tetapi melainkan tahapan-tahapan instansional 

yang berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I yang berubah 

menjadi  Dinas LLAJR untuk Wilayah I dan berubah menjadi Dinas I 

LLAJR Tingkat II Kodya Palembang lalu berubah menjadi Dinas 

Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dibentuk 
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sesuai peraturan pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas 

pokok, pembentukan, fungsi dan struktur organisasi dari dinas daerah. Dinas 

Perhubungan merupakan dinas yang mempunyai tugas dalam  

menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan lingkup dan 

tugasnya. Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan dokumen 

perencanaan yang memiliki sifat indikasi, program pembangunan sarana dan 

prasarana masyarakat selama waktu lima tahun.  

Tahun  2016 hingga 2018 persentase antara realisasi dengan anggaran  

penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami 

naik turun atau fluktuasi, berikut adalah tabel realisasi retribusi Dinas 

Perhubungan Kota Palembang. 

  Tabel I.1 

Laporan Realisasi Retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang  

Tahun 2016-2018 

Jenis 

Penerimaa

n 

2016 2017 
2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target 
Realisasi 

Retribusi 

Terminal 
4.901.400.000 1.998.943.375 1.000.000.000 212.690.000 1.000.000.000 

211.538.000 

Retribusi 

Parkir 
12.191.000.000 6.907.284.100 10.500.000.000 5.721.444.800 10.000.000.000 

5.223.818.800 

Retribusi 

Jasa ASDP 
2.000.000.000 2.853.809.800 2.000.000.000 3.469.803.840 37.685.248.010 

4.266.115.259 

Retribusi 

Izin trayek 
310.000.000 325.565.000 310.000.000 275.575.000 310.000.000 

171.375.000 

Retribusi 

PKB 
3.954.300.000 3.450.141.500 4.300.000.000 3.384.833.000 4.300.000.000 

3.511.685.500 

Jumlah 
23.356.700.000 15.535.743.775 18.110.000.000 13.064.346.640 53.295.248.010 

13.384.532.559 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2019 

Berdasarkan tabel I.1 menunjukan bahwa realisasi retribusi Dinas 

Perhubungan Kota Palembang tidak pernah mencapai sesuai target yang 
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ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya sesuai target yaitu yang pertama dari 

sisi retribusi terminal, dapat dilihat bahwa retribusi terminal tidak pernah 

memenuhi sesuai target dan mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Berdasarkan survei pendahuluan karena adanya peraturan dari kementrian 

perhubungan No. PM 79 Tahun 2018 tentang penetapan kode terminal 

penumpang angkutan jalan, menjelaskan bahwa Tipe A yang diambil alih oleh 

kementrian perhubungan, tipe A ini ada dua terminal yaitu Karya Jaya dan 

terminal Alang-alang Lebar dimana kedua terminal tersebut merupakan 

penyumbang terbesar untuk retribusi terminal. Kurangnya   transportasi 

umum khususnya bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan bus angkutan 

kota antar provinsi (AKAP), sehingga tidak memberikan kontribusi bagi 

pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

Kedua dilihat dari sisi retribusi parkir, dapat dilihat bahwa retribusi 

parkir tidak tercapai sesuai target dan mengalami penurunan di setiap 

tahunnya. berdasarkan survei pendahuluan tidak tercapainya sesuai target 

kurangnya penertiban juru parkir liar yang mendapat keuntungan dan sangat 

merugikan masyarakat dan pemerintah harus memberikan berupa sanksi yang 

tegas. Pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang tentunya harus menertibkan 

titik parkir yang tidak mempunyai legilitas sehingga para juru parkir tidak 

leluasa memanfaatkan lahan untuk menjadikan lahan parkir. Selanjutnya 

karena adanya pembangunan LRT yang mengakibatkan hilangnya titik parkir 

atau penutupan titik parkir sepanjang jalur LRT 
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Ketiga pada tabel I.1 ditahun 2018 retribusi ASDP mengalami 

penurunan atau tidak mencapai sesuai target disebabkan karena keterlambatan 

pengesahan Perda retribusi ASDP, Dinas Perhubungan Kota Palembang pada 

saat ini belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk retribusi dibidang 

kelautan dan ASDP, khususnya untuk retribusi angkutan batubara. Sehingga 

retribusi ASDP ini belum mencapai sesuai targetnya. 

Keempat pada retribusi izin trayek dilihat pada tahun 2017 dan 2018 

mengalami penurunan karena adanya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan transportasi, bahwa harus ada peremajaan kendaraan yang 

berusia 10 tahun. Khususnya bus kota, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 1465 Tahun 2009 tentang penghentian, peremajaan, dan penggantian 

kendaraan. Pada tahun 2018 khusunya bus kota banyak berakhir masa operasi 

izin trayek, sehingga retribusi izin trayek tidak bisa di tagih lagi. 

Kelima retribusi PKB pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai 

sesuai target karena adanya peraturan mentri perhubungan No. PM 133 tahun 

2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor bahwa khususnya mobil 

angkutan barang dan angkutan orang boleh melakukan uji fisik atau uji kir di 

seluruh indonesia. Hal itu mengakibatkan adanya plat kendaraan kota 

palembang akan tetapi melakukan uji kir di daerah lain, sehingga 

berkurangnya pencapaian target tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis 

tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai realisasi anggaran retribusi 
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dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Realisasi 

Anggaran Retribusi Dalam Menilai Kinerja Keunagan Dinas 

Perhubungan Kota Palembang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi anggaran retribusi dalam 

menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi 

anggaran retribusi dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan 

Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pihak-pihak sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai tingkat 

efektivitas dan rasio pertumbuhan realisasi anggaran retribusi dalam 

menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang 
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Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran 

tentang kinerja keuangan realisasi anggaran retribusi Dinas Perhubungan 

Kota Palembang. 

3. Bagi Almamater  

Bagi almamater di harapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan, 

menjadikan sebagai acuan bagi penulisan dimasa yang akan datang.
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